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1. Abstraksi 

Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. 

Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. 

Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isi rumusan sila-sila 

dari Pancasila sebagai satu rangkaian kesatuan yang bulat dan utuh merupakan dasar 

hukum, dasar moral, kaidah fundamental bagi peri kehidupan bernegara dan masyarakat 

Indonesia. Pancasila sebagai Dasar Negara Republik maka  mengamalkan dan 

mengamankan Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai sifat imperatif dan memaksa, 

artinya setiap warga Negara Indonesia harus tunduk dan taat kepadanya 

 

2. Latar Belakang 

Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat 

Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya 

dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, di dalam masyarakat Indonesia 

yang adil dan makmur. Bahwasanya Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai 

dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 

merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa, yang telah diuji kebenaran, 

kemampuan dan kesaktiannya, sehingga tak ada satu kekuatan manapun juga yang 

mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia.  

Menyadari bahwa untuk kelestarian kemampuan dan kesaktian Pancasila itu, perlu 

diusahakan secara nyata dan terus menerus penghayatan dan pengamamalan nilai-nilai 

luhur yang terkandung di dalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap 

penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, 

baik di pusat maupun di daerah.  

 

3. Rumusan Pancasila 

1. Apa arti Pancasila?  

2. Apa keterkaitan pancasila secara historis, yuridis dan sosiologis?  

3. Bagaimana penjabaran Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia?  

4. Bagaimana penjabaran tiap-tiap sila dari Pancasila?  

  5. Apa kedudukan dan fungsi dari pancasila? 

 



3. Pendekatan 

A. Historis 

Pembahasan historis Pancasila dibatasi pada tinjauan terhadap perkembangan rumusan 

Pancasila sejak tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan keluarnya Instruksi Presiden RI No.12 

Tahun 1968. Pembatasan ini didasarkan pada dua pengandaian, yakni: 

1) Telah tentang dasar negara Indonesia merdeka baru dimulai pada tanggal 29 Mei 

1945, saat dilaksanakan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia (BPUPKI); 

2) Sesudah Instruksi Presiden No.12 Tahun 1968 tersebut, kerancuan pendapat tentang 

rumusan Pancasila dapat dianggap tidak ada lagi. 

Permasalahan Pancasila yang masih terasa mengganjal adalah tentang penghayatan dan 

pengamalannya saja. Hal ini tampaknya belum terselesaikan oleh berbagai peraturan 

operasional tentangnya. Dalam hal ini, pencabutan Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 

(Ekaprasetia Pancakarsa) tampaknya juga belum diikuti upaya penghayatan dan pengamalan 

Pancasila secara lebih „alamiah‟. Tentu kita menyadari juga bahwa upaya pelestarian dan 

pewarisan Pancasila tidak serta merta mengikuti Hukum Mendel. 

Tinjauan historis Pancasila dalam kurun waktu tersebut kiranya cukup untuk memperoleh 

gambaran yang memadai tentang proses dan dinamika Pancasila hingga menjadi Pancasila 

otentik. Hal itu perlu dilakukan mengingat bahwa dalam membahas Pancasila, kita terikat 

pada rumusan Pancasila yang otentik dan pola hubungan sila-silanya yang selalu merupakan 

satu kebulatan yang utuh. 

Sidang BPUPKI – 29 Mei 1945 dan 1 Juni 1945 

Dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan telaah 

pertama tentang dasar negara Indonesia merdeka sebagai berikut: 1) Peri Kebangsaan; 2) Peri 

Kemanusiaan; 3) Peri Ketuhanan; 4) Peri Kerakyatan; 5) Kesejahteraan Rakyat. Ketika itu ia 

tidak memberikan nama terhadap lima (5) azas yang diusulkannya sebagai dasar negara. 



Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang yang sama, Ir. Soekarno juga mengusulkan lima (5) 

dassar negara sebagai berikut: 1) Kebangsaan Indonesia; 2) Internasionalisme; 3) Mufakat 

atau Demokrasi; 4) Kesejahteraan Sosial; 5) Ketuhanan Yang Berkebudayaan. Dan dalam 

pidato yang disambut gegap gempita itu, ia mengatakan: “… saja namakan ini dengan 

petundjuk seorang teman kita – ahli bahasa, namanja ialah Pantja Sila …” (Anjar Any, 

1982:26). 

Piagam Jakarta 22 Juni 1945 

Rumusan lima dasar negara (Pancasila) tersebut kemudian dikembangkan oleh “Panitia 9” 

yang lazim disebut demikian karena beranggotakan sembilan orang tokoh nasional, yakni 

para wakil dari golongan Islam dan Nasionalisme. Mereka adalah: Ir. Soekarno, Drs. 

Mohammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Muzakir, H.A. 

Salim, Mr. Achmad Subardjo, K.H. Wachid Hasjim, Mr. Muhammad Yamin. Rumusan 

sistematis dasar negara oleh “Panitia 9” itu tercantum dalam suatu naskah Mukadimah yang 

kemudian dikenal sebagai “Piagam Jakarta”, yaitu: 1) Ke-Tuhanan dengan kewajiban 

menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemelukknya; 2) Menurut dasar kemanusiaan yang 

adil dan beradab; 3) Persatuan Indonesia; 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; 5) Mewujudkan suatu keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Konstitusi RIS (1949) dan UUD Sementara (1950) 

Dalam kedua konstitusi yang pernah menggantikan UUD 1945 tersebut, Pancasila 

dirumuskan secara „lebih singkat‟ menjadi: 1) Pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) 

Perikemanusiaan; 3) Kebangsaan; 4) Kerakyatan; 5) Keadilan sosial. 

Sementara itu di kalangan masyarakat pun terjadi kecenderungan menyingkat rumusan 

Pancasila dengan alasan praktis/ pragmatis atau untuk lebih mengingatnya dengan variasi 

sebagai berikut: 1) Ketuhanan; 2) Kemanusiaan; 3) Kebangsaan; 4) Kerakyatan atau 

Kedaulatan Rakyat; 5) Keadilan sosial. Keanekaragaman rumusan dan atau sistematika 

Pancasila itu bahkan tetap berlangsung sesudah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang secara 

implisit tentu mengandung pula pengertian bahwa rumusan Pancasila harus sesuai dengan 

yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. 



 

B. Yuridis 

Tinjauan yuridis-konstitusional 

Meskipun nama “Pancasila” tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945 sebagai dasar 

negara, tetapi pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 itu secara jelas disebutkan bahwa 

dasar negara Indonesia adalah keseluruhan nilai yang dikandung Pancasila. 

Dengan demikian tepatlah pernyataan Darji Darmodihardjo (1984) bahwa secara yuridis-

konstitusional, “Pancasila adalah Dasar Negara yang dipergunakan sebagai dasar mengatur-

menyelenggarakan pemerintahan negara. … Mengingat bahwa Pancasila adalah Dasar 

Negara, maka mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai Dasar Negara mempunyai 

sifat imperatif/ memaksa, artinya setiap warga negara Indonesia harus tunduk-taat kepadanya. 

Siapa saja yang melanggar Pancasila sebagai Dasar Negara, ia harus ditindak menurut 

hukum, yakni hukum yang berlaku di Negara Indonesia.” 

Pernyataan tersebut sesuai dengan posisi Pancasila sebagai sumber tertinggi tertib hukum 

atau sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, segala hukum di Indonesia harus 

bersumber pada Pancasila, sehingga dalam konteks sebagai negara yang berdasarkan hukum 

(Rechtsstaat), Negara dan Pemerintah Indonesia „tunduk‟ kepada Pancasila sebagai 

„kekuasaan‟ tertinggi. 

Dalam kedudukan tersebut, Pancasila juga menjadi pedoman untuk menafsirkan UUD 1945 

dan atau penjabarannya melalui peraturan-peraturan operasional lain di bawahnya, termasuk 

kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan-tindakan pemerintah di bidang pembangunan, 

dengan peran serta aktif seluruh warga negara. 

Tinjauan historis dan yuridis-konstitusional secara singkat yang memberikan pengertian 

bahwa Pancasila yang otentik (resmi/ sah) adalah Pancasila sebagaimana tercantum dalam 

alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Pelaksanaan dan pengamanannya sebagai dasar 

negara bersifat imperatif/ memaksa, karena pelanggaran terhadapnya dapt dikenai tindakan 

berdasarkan hukum positif yang pada dasarnya merupakan jaminan penjabaran, pelaksanaan 

dan penerapan Pancasila. 



Pemilihan Pancasila sebagai dasar negara oleh the founding fathers Republik Indonesia patut 

disyukuri oleh segenap rakyat Indonesia karena ia bersumber pada nilai-nilai budaya dan 

pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri atau yang dengan terminologi von Savigny disebut 

sebagai jiwa bangsa (volkgeist). Namun hal itu tidak akan berarti apa-apa bila Pancasila tidak 

dilaksanakan dalam keseharian hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedemkian 

rupa dengan meletakkan Pancasila secara proporsional sebagai dasar negara, ideologi, ajaran 

tentang nilai-nilai budaya bangsa dan pandangan hidup bangsa. 

Landasan Yuridis Alinea IV Pembukaan UUD 1945 merupakan landasan yuridis konstitusional antara 

lain di dalamnya terdapat rumusan dan susunan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara yang sah, 

benar dan otentik sebagai berikut : 

1. Ketuhanan Yang Maha Esa 

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 

3. Persatuan Indonesia 

4. Kerakyatan yang dipimpin olrh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

 

Batang tubuh UUD 1945 pun merupakan landasan yuridis konstitusional karena dasar negara 

yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dijabarkan lebih lanjut dan rinci dalam pasal-

pasal dan ayat-ayat yang terdapat di dalam Batang Tubuh UUD 1945 tersebut. 

C. Sosiologis 

1. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia  

Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua semua kegiatan atau aktivitas hidup dan 

kehidupan dalam segala bidang. Hal ini berarti bahwa semua tingkah laku dan tindakn 

pembuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pencatatan dari semua sila 

Pancasila. Hal ini karena Pancasila Weltanschauung merupakan suatu kesatuan, tidak bisa 

dipisahkan satu dengan yang lain, keseluruhan sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan 

organis 

 

2. Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia  

Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara Indonesia mempunyai  

beberapa fungsi pokok, yaitu:  



1. Pancasila dasar negara sesuai dengan pembukaan UUD 1945 dan yang pada hakikatnya 

adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum. Hal ini tentang 

tertuang dalam ketetapan MRP No. XX/MPRS/1966 dan ketetapan MPR No. V/MP/1973 

serta ketetapan No. IX/MPR/1978. merupakan pengertian yuridis ketatanegaraan  

2. Pancasila sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya  

(merupakan pengertian Pancasila yang bersifat sosiologis) 

3. Pancasila sebagai pengatur tingkah laku pribadi dan cara-cara dalam mencari kebenaran 

(merupakan pengertian Pancasila yang bersifat etis dan filosofis).  

 

3. Sila – Sila Pancasila  

A. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa  

Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

dan oleh karenanya manusia percaya dan taqwa terhadap Tuhan YME sesuai dengan agama 

dan kepercayaannya masing- masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.  

 

B. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab  

Kemanusiaan yang adil dan beradab menunjang tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar 

melakukan kegiatan –kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. 

Sadar bahwa manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian 

dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkanlah sikap hormat dan bekerja sama 

dengan bangsa –bangsa lain.  

 

C. Sila Persatuan Indonesia   

Dengan sila persatuan Indonesia, manusia Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta 

kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan. 

Persatuan dikembangkan atas dasar Bhineka Tunggal Ika, dengan memajukan pergaulan 

demi kesatuan dan persatuan bangsa.  

 

D. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam  

Permusyawaratan Perwakilan.  

Manusia Indonesia menghayati dan menjungjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah, 

karena itu semua pihak yang bersangkutan harus menerimannya dan melaksanakannya 

dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab. Disini kepentingan bersamalah yang 

diutamakan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Pembicaraan dalam musyawarah 



dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan-keputusan 

yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. 

Dalam melaksanakan permusyawaratan, kepercayaan diberikan kepada wakil- wakil yang 

dipercayanya.  

 

E. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia  

Dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, manusia Indonesia menyadari hak 

dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat 

Indonesia. Dalam rangka ini dikembangkan perbuatannya yang luhur yang mencerminkan 

sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Untuk itu dikembangkan sikap adil 

terhadap sesama, menjaga kesinambungan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-

hak orang lain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Pembahasan 

Isi Pokok Sila 1 – 5 

 Sila pertama yangberisi pokok – pokok yang membahas tentang ketuhanan,dimana 

dalam sila ini seluruh aspek keagamaan telah di satukan dengan sila ini,bahwa Tuhan itu 

hanya satu,meskippun cara untuk menegakkan kepercayaan masing –masing berbeda – beda. 

Nilai ketuhanan Yang Maha Esa Mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa 

terhadap adanya Tuhan sebagai pancipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa 

indonesia merupakan bangsa yang religius bukan bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan juga 

memilik arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati 

kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antarumat 

beragama. 

Menurut UUD 1945 Pokok Isi Sila Pertama Ini Adalah 

1. Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan 

kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 

2.  Hormat dan menghormati serta bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-

penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. 

3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan 

kepercayaan masing-masing. 

4. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain.  

 Dan sila kedua memiliki makna bahwa setiap manusia di atur oleh at uran – aturan 

yang sudah di bawa sejak lahir.Manusia di tuntut untuk mentaati peraturan peraturan tersebut. 

Jadi, Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku 

sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan 

memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. 

 

 

 

 



Berikut makna sila kedua menurut UUD 1945 

Makna sila ini adalah: 

1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama 

manusia.  

2. Saling mencintai sesama manusia. 

3. Mengembangkan sikap tenggang rasa. 

4. Tidak semena-mena terhadap orang lain. 

5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 

6. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 

7.  Berani membela kebenaran dan keadilan. 

8.  Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat Dunia Internasional 

dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling hormat-menghormati dan bekerjasama 

dengan bangsa lain.  

 Untuk sila ketiga dijabarkan tentang  penyatuan rakyat yang berbeda – beda 

jenisnya,menjadi satu kesatuan yang kokoh dan tidak mudah tergoyahkan, persatuan 

indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina 

rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus 

mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa 

indonesia 

Bentuk makna pokok sila ketiga: 

1. Menjaga Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Rela berkorban demi bangsa dan negara. 

3.  Cinta akan Tanah Air. 

4.  Berbangga sebagai bagian dari Indonesia. 

5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal 

Ika.  

 

 



 Sila keempat menjelaskan dan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, 

oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga 

perwakilan. 

Berikut adalah arti pokok sila ke empat menurut UUD 1945 

1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 

2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 

3. Mengutamakan budaya rembug atau musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. 

4. Berrembug atau bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat diliputi 

dengan semangat kekeluargaan.  

 Untuk sila yang terahir yaitu sila kelima mengandung makna sebagai dasar sekaligus 

tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia Yang Adil dan Makmur. . manusia Indonesia 

menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam 

kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini dikembangkan perbuatannya yang luhur 

yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Untuk itu 

dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga kesinambungan antara hak dan 

kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.  

 

Kedudukan dan Fungsi Pancasila 

  

1. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa  

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dalam perjuangan untuk mencapai 

kehidupan yang lebih sempurna, senantiasa memerlukan nilai-nilai yang luhur. Nilai-nilai 

luhur adalah merupakn suatu tolok ukr kebaikkan yang berkenaan dengan hal-hal yang 

bersifat mendasar dan abadi dalam hidup manusia, seperti cita-cita yang hendak dicapainya 

dalam hidup manusia.  

Pandangan hidup berfungsi sebagai kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi 

maupun dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya. 

 

 

 

 



2.Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia  

Kedudukan pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut: a) Pancasila sebagai 

dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) 

Indonesia  

b) Meliputi suasana kebatinan (Geistlichenhintergrund) dari UUD 1945  

c) Mewujudkan cita - cita hukum bagi hukum dasar negara  

d) Mengandung norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang  

mewajibkan pemerintah dan lain - lain penyelenggara negara  

e) Merupakan sumber semangat bagi UUD 1945  

 

 3.Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia  

a. Pengertian Ideologi  

Ideologi berasal dari kata "idea" yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita - 

cita dan "logos" berarti ilmu. Kata idea berasal dari bahasa yunani "eidos" yang berarti 

bentuk, disamping itu ada kata idein yang artinya 'melihat', maka secara harafiah, ideologi 

berarti ilmu pengertian-pengertian dasar. Pengertian ideologi secara umum dapat dikatakan 

sebagai kumpulan gagasan - gagasan, ide - ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-

kepercayaan, yang menyeluruh dan sistematis yan menyangkut : Bidang politik, sosial, 

kebudayaan dan keagamaan.  

b. Ideologi terbuka dan ideologi tertutup  

Ideologi terbuka merupakan suatu sistem pemikiran terbuka yang memiliki khas bahwa 

nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, sedangkan ideologi tertutup merupakan 

suatu sistem pemikiran tertutup yang berciri khas merupakan cita-cita suatu kelompok yang 

mendasari suatu program untuk mengubah dan memperbaharui masyarakat.  

 

 

 

 



5. Kesimpulan dan Saran 

A. Kesimpulan  

Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. 

Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. 

Maka manusia Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam 

kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kengaraan. Oleh karena itu pengalamannya harus 

dimulai dari setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara yang secara meluas 

akan berkembang menjadi pengalaman Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan 

lembaga kemasyarakatan, baik dipusat maupun di daerah.  

B. Saran-Saran  

Kita dapat menyadari bahwa Pancasila merupakan falsafah negara kita republik 

Indonesia, maka kita harus menjunjung tinggi dan mengamalkan sila-sila dari Pancasila 

tersebut dengan setulus hati dan penuh rasa tanggung jawab.  
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